ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL
Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana
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Surat Arahan Perubahan lIzin Lingkungan
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JI. Naripan No. 25 Telepon 022 — 4204871 Faksimil 022 — 4231570
website : www.dih jabarprov.go.id e-mail : dih@jabarprov.go.id
Bandung — 40111

Bandung, 3! Mei 2017

Kepada
Nomor C660.1/ 3 150/Bid-1/2017 Yth, Dir. PT. Cirebon Energi Prasarana
Sifat : Biasa Pondok Indah Office Tower 3
Lampiran @ - 25" Floor Suite 2502
Hal : Arahan Dokumen Lingkungan JI. Sultan Iskandar Muda
Kav. V-TA
di-

Jakarta Selatan

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor CEPR-L-BOD/DLH-V-17-0488
tanggal 30 Mei 2017 perihal Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan
Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW oleh PT. Cirebon
Energi Prasarana di Kabupaten Cirebon, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut :

I. Atas dasar surat Saudara tersebut diinformasikan bahwa :
a. Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon
I x 1.000 MW oleh PT. Cirebon Energi Prasarana yang berlokasi di Desa
Kanci. Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Blok Kandawaru,
Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon telah  mendapatkan  Izin
Lingkungan vang diterbitkan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat melalui
surat Nomor : 660/10/19.1/02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016;

b. PT. Cirebon FEnergi Prasarana bermaksud untuk mengajukan perubahan
lzin Lingkungan® terkait adanya rencana perubahan pemantavan
dampak/resiko lingkungan hidup serta adanya Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN);

2. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 tentang lzin Lingkungan, dimana Pemrakarsa kegiatan wajib mengajukan
permohonan perubahan [zin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang
telah direncanakan untuk dilakukan perubaban;

(¥}

Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan, maka Pemrakarsa kegiatan wajib
mengajukan perubahan Izin Lingkungan melalui mekanisme  penilaian
dokumen AMDAL baru atau Adendum ANDAL, RKL dan RPL:

4. DBerkenaan dengan hal tersebut, mengingat rencana Kegiatan yang akan
dilaksanakan berada pada lokasi yang telah mendapatkan persetujuan pada
Tahun 2016. hanya terjadi perubahan pemantauan dampak/resiko lingkungan
hidup serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana didalam Pasal 114 A
Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa “Dalam hal rencana kegiatan
pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang
belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi.
rencana tata ruang kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan
ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini”;
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Berdasarkan poin 4 diatas, terhadap rencana perubahan Kegiatan yang akan
dilaksanakan PT. Cirebon Energi Prasarana tersebut diprakirakan tidak ada
dampak penting baru yang timbul sebagaimana yang telah dikaji pada
dokumen lingkungan sebelumnya yang telah disetujui Tahun 2016;
Selanjutnya terbadap rencana perubahan kegiatan sebagaimana butir 1 huruf b
tersebut diatas diwajibkan untuk menyusun dokumen Adendum ANDAL,
RKL-RPL. dengan lingkup kajian adalah rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan termasuk evaluasi atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup dari kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU  Cirebon
1 x 1.000 MW yang telah dilakukan hingga saat ini.

Terkait dengan kewenangan penilaian dokumen lingkungannya ftersebut,
mengingat untuk kegiatan PLTU ini terdapat fasilitas PLTU yang akan
dibangun berada diwilayal) laut, maka proses penilaian dokumen AMDAL-nya
merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat:

Selain daripada itu, Saudara selaku Pemrakarsa kegiatan untuk senantiasa
melakukan sosialisasi dan komunikasi baik dengan masyarakat disekitar lokasi
rencana kegiatan maupun dengan aparat setempat serta instansi terkait lainnya
secara menyeluruh terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Selanjutnya Saudara untuk segera mengajukan permohonan perubahan Izin
Lingkungan kepada Gubernur Jawa Barat up. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa
Barat dan berkoordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan
proses penilaian dokumen untuk rencana kegiatan sebagaimana dimaksud.

Demikian vang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

kasih.

KEPALA DLH PROVINSI JAWA BARAT,
§ oy

Y ‘nr ir. AN/A*{(. SUDARNA, M.Sc.Ph.D.
~___ —Renthina Utama Madya
CWOREP, 19580503 198503 1002

'
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Tembusan disampaikan Kepada :

1
2.
3

. Yth, Bapak Gubernur Jawa Barat (scbagai laporan);
Yth. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat,
. Yth. Kepala DLH Kabupaten Cirebon.



ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL
Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana

LAMPIRAN 4

Rekomendasi I1zin Pemanfaatan Ruang
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MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor :  2427/9.1)V /2017 Jakarta,29 Mei 2017
Sifat . Penting
Lampiran -
Hal . Pengembangan PLTU Cirebon 1x1000 MW
Dan SUTET 500 KV
Yth.
Gubernur Jawa Barat
di Bandung

Menindaklanjuti surat President Director PT Cirebon Energi Prasarana Nomor CEPR-L-

BOD/ATR-V-17-0469 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang
Pengembangan PLTU Cirebon 1x1000 MW dan SUTET 500 KV di Kabupaten Cirebon,
bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1

Berdasarkan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, maka dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional
dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana
tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya,
izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Rencana Pengembangan PLTU Kabupaten Cirebon telah dimuat pada Lampiran VA
tentang Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik huruf M Nomor 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rencana pengembangan PLTU Cirebon 1x1000 MW dan
SUTET 500 KV di Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan izin pemanfaatan ruangnya dapat
didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ini.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

teri Agraria dan Tata Ruang/
‘Badan, Pertanahan Nasional,

Tembusan:

N N

~N oo

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia;

. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
. Bupati Cirebon;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi
Jawa Barat;

. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat;
. Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat; dan

President Director PT. Cirebon Energi Prasarana.

JALAN SISINGAMANGARAJA NO 2 JAKARTA SELATANTELY (21-722800 1, 7393939 : www.bpn.go.id



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. HR. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Kuningan Jakarta Selatan 12910

Telepon (021) 5202393 Fax (021) 5261082

|

PENGAYOMAN Website : www.ahu.go.id

Jakarta, 3 Juli 2017

Ref No : AHU UM.01.01-623
Lampiran g R
Perihal : Pertimbangan dan Tanggapan atas Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 13 Tahun 2017 (1x1000 MW di Kecamatan Mundu)

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Cirebon Energi Prasarana

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 25, Suite 2502
J1. Sultan Iskandar Muda Kav. V/TA Pondok Indah

Merujuk surat dari CEPR No. CEPR-L-BOD/MOLHR-VI-17-0497 tertanggal 12 Juni 2017
perihal Permohonan Klarifikasi atas Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Pasal 114A ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 13 Tahun
2017), dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang belum jelas
pengaturannya mengenai tata ruang, maka saat ini telah diterbitkan suatu Peraturan
Pemerintah yang mengakomodir pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan/atau
bernilai strategis nasional.

2. Bahwa untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional
dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana
tata ruang provinsi, maka dapat diberikan izin tersebut setelah mendapatkan
rekomendasi dari Menteri yang bertugas di bidang tata ruang.

3. Bahwa benar tujuan diterbitkanya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 adalah
untuk mengatasi segala permasalahan terkait ketidaksesuaian antara ketentuan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi, dengan
Rencana Tata Ruang Kabupaten yang dapat menghambat pembangunan proyek yang
berdampak besar dan/atau bernilai startegis nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan tanggapan kami atas
pertanyaan yang Saudara sampaikan dalam Surat Saudara tersebut.

Salah satu maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017
adalah agar ketentuan Pasal 114A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 dapat digunakan
sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang, meskipun terdapat pertentangan antara
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan/atau
Kabupaten. Untuk mendukung permohonan izin pemanfaatan ruang, apabila diperlukan maka
dapat dimintakan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.



Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan Pasal 114A Peraturan Pemerintah No.
13 Tahun 2017 dan (apabila) diperlukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan berlaku sah menurut hukum,
sehingga tidak akan terdapat lagi permasalahan terkait pertentangan antara Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten karena izin pemanfaatan ruang tersebut akan
tetap berlaku meskipun masih terdapat ketidaksesuaian antara tata ruang yang diatur dalam
PP No. 13 tahun 2017 dengan peraturan lain di bawahnya (rencana tata ruang wilayah
provinsi dan/atau kabupaten). Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian, maka PP No. 13 tahun
2017 yang akan berlaku dan akan menggantikan peraturan setempat (yaitu tata ruang
provinsi/kabupaten). Hal ini juga berlaku terhadap izin lingkungan yang diterbitkan untuk
PLTU Jawa 1 berdasarkan PP No 13 Tahun 2017 dan rekomendasi dari Kementerian Agraria
dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL
Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
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Oleh PT Cirebon Energi Prasarana
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Sertifikat Tanda Registrasi LPJP AMDAL
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000109
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

No. Registrasi Kompetensi : 0047/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH

SERTIFIKAT TANDA REGISTRASI KOMPETENSI
LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN DOKUMEN AMDAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

PT. NUSA BUANA CIPTA

TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN REGISTRASI
KOMPETENSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR. 07 TAHUN 2010 TENTANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN
LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

DITETAPKAN DI JAKARTA

TANGGAL: 414 Agustus 2014

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN
_DAN PENINGKATAN KAPASITAS

/N

DR. ﬁ‘EﬁﬁlﬁAﬁAMAN, MES

Masa berakhir registrasi :

10 Agustus 2017




ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL
Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana

LAMPIRAN 6

Surat Pernyataan Tim Penyusun Adendum Andal
dan RKL-RPL
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PT. NUSA BUANA CIPTA JI. Tebet Utara IB No. 3

Jakarta 12820
phone/fax.(021) 8303718

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN TENAGA AHLI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DR. Ir. Urip Rahmani, M.Si

Bertindak untuk . PT Nusa Buana Cipta

Alamat . Bukit Cimanggu Villa Blok U 9 No. 2 RT 007 RW 014
Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

Nomor Identitas : 3271064207670007

Telepon : (0251) 7541086 / 081385177333

Email . urip_rahmani@yahoo.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk
melaksanakan pekerjaan Adendum Andal dan RKL-RPL Rencana Pembangunan
dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW
Kabupaten Cirebon dalam kapasitas saya sebagai Anggota Tim (Tenaga Ahli Sosial
Ekonomi Budaya dan Kesmas) sampai pekerjaan selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Mei 2017
Mengetahui
Pimpinan Perusahaan PT Nusa Buana Cipta

T\ o S

L b s ‘
(Budi Prasetyo) |/ ‘( /. (DR.Ir. Urip Rahmani, M.Si)

Direktur Utama AnggotaTim/Ahli Sosekbud dan

Kesmas



PT. NUSA BUANA CIPTA JI. Tebet Utara IB No. 3

Jakarta 12820
phone/fax.(021) 8303718

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN TENAGA AHLI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . Ir. Gde Karya Abdullah

Bertindak untuk : PT Nusa Buana Cipta

Alamat :  Kampung Pos RT 001 RW 006 Desa Leuweungkolot
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

Telepon : 0819867800

Email :  gdekaryai@agmail.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk
melaksanakan pekerjaan Adendum Andal dan RKL-RPL Rencana Pembangunan
dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW
Kabupaten Cirebon dalam kapasitas saya sebagai Ketua Tim (Tenaga Ahli
Lingkungan) sampai pekerjaan selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Mei 2017

Mengetahui .
Pimpinan Perusahaan PT Nusa Buana Cipta

(Budi Prasetyo) y (Ir.Gde Karya Abduliah)
Direktur Utama Ketua Tim (Tenaga Ahli
Lingkungan)




PT. NUSA BUANA CIPTA e

phone/fax.(021) 8303718

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN TENAGA AHLI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama . Ir. Arif Ashari

Bertindak untuk : PT Nusa Buana Cipta

Alamat . Kp. Pos RT 02 RW 06 Ds. Leuweungkolot, Kec.
Cibungbulang, Kab. Bogor

Telepon . 087877540766

Email . ariftitik8@amail.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk
melaksanakan pekerjaan Adendum Andal dan RKL-RPL Rencana Pembangunan
dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW
Kabupaten Cirebon dalam kapasitas saya sebagai Anggota Tim (Tenaga Ahli Fisika
Kimia) sampai pekerjaan selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Mei 2017
Mengetahui
Pimpinan Perusahaan PT Nusa Buana Cipta
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(Budi Prasetyo) // (Ir. Arif Ashari)

Direktur Utama Anggota Tim/Tenaga Ahli

Fisika Kimia






